PENGUMUMAN J PERATURAN PEMERINTAH

diubah sebagai berikut: Ketentuan diantara Pasal 61
dan Pasal 62 disisipkan 1 {satu) pasal yaitu Pasal 61A
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61A
Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM

seluas maksimal 1300 m2 (seribu tiga ratus meter

persegi), i.ndeks terintegrasi perhitungan besarnya re-
tribusi IMB dikalikan 0,5 {nol koma fima).

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indd—

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
- pada tanggal 27 Maret 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
td.
M. BASUKI HADIMULJONO -

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN-HAK ASASI MANUSIA
REPUBL!K INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

(BN )

PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK
YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

MASA ELEKTRONIX PAJAK PENGHASILAN
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-103/PJ/2017, tanggal 13 April 2017)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi yang sangat pe-
sat telah menjadi tantangan Direktorat Jenderal
Pajak untuk dapat meningkatkan pelayanan ke-
pada Wajib Pajak;

b. bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa Elektronik Pajak Penghasilan bagi Waijib
Pajak merupakan bentuk pemanfaatan sarana
teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada
Waijib Pajak;

¢c. bahwa terdapat Wajib Pajak yang menyampaikan

SPT Masa Elektronik Pajak Penghasilan untuk
Masa Pajak Januari 2017 melalui saluran tertentu

berupa laman penyalur SPT Elektronik yang me- |

lebihi batas waktu penyampaian SPT akibat ad-
anya kendala pada sistem informasi Direktorat
Jenderal Pajak;

d. bahwa dalam rangka memberikan keadilan ke-

pada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, perlu diberikan kebijakan pengecualian
‘sanksi administrasi atas keterlambatan penyam-
paian SPT Masa Elektronik Pajak Penghasilan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-

na dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢,
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dan huruf d, serta berdasarkan Pasal 17 ayat
{4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/
PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
(SPT), perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pengecualian Pengenaan |
Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlam-
_batan Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi

Waijib Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberi- !

tahuan (SPT) Masa Elektronik Pajak Penghasilan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un- |
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik 'Indo-
nesia Nomor 4999);

2. Peraturan Menteri Keuangan

. PMK.03/2014 tentang Surat
{SPT};

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/
PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberita-
huan Elektronik;

Nomor 243/
Pemberitahuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN- |
TANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI AD-
MINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAM- |
BATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK
YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN |
(SPT} MASA ELEKTRONIK PAJAK PENGHASILAN.

| PERTAMA:

: Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pem-
beritahuan (SPT)} Masa Elektronik Pajak Penghasilan
untuk -Masa Pajak Januari 2017 melalui saluran ter- |

tentu berupa laman penyalur SPT Elektronik setelah
batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak Penghasi-
lan sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, dikecu-
alikan dari pengenaan sanksi administrasi.

| KEDUA::

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
dalam DIKTUM PERTAMA adalah sanksi administrasi
berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakar] se-
bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

KETIGA: .
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku |
pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini dis-
ampaikan kepada:
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
Para Pejabat Eselon Il di lingkungan Kantor Pusat
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Direktorat Jenderal Pajak;

7. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direk-
torat Jenderal Pajak;

8. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak; dan

9. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan .dan
Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 19571108 198408 1 001

{ BN )
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